
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pola Pembinaan Lembaga 

Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB 

Batusangkar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pola pembinaan yang diterapkan di Rutan Kelas IIB 

Batusangkar dalam pemenuhan hak narapidana telah 

dilaksanakan secara bertahap dan adaptif sesuai dengan 

prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pembinaan dilakukan 

melalui program kepribadian dan kemandirian seperti 

pembinaan keagamaan, pelatihan keterampilan, serta kegiatan 

asimilasi dan edukasi. Namun demikian, pelaksanaannya 

belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kondisi 

lapangan, sehingga pemenuhan hak narapidana belum dapat 

diberikan secara maksimal kepada seluruh warga binaan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan 

dalam pemenuhan hak narapidana meliputi faktor internal dan 

eksternal. Faktor eksternal antara lain overkapasitas, 

keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran, serta 

keterbatasan jumlah dan kualitas petugas. Sedangkan faktor 

internal berasal dari narapidana itu sendiri, seperti rendahnya 

motivasi, latar belakang pendidikan, dan kondisi psikologis. 

Faktor-faktor tersebut menjadi kendala utama yang 

menyebabkan pelaksanaan pembinaan belum berjalan secara 

optimal. 

3. Persepsi narapidana terhadap pemenuhan hak mereka selama 

menjalani masa hukuman pada umumnya menunjukkan 

penilaian yang cukup baik. Narapidana merasa bahwa mereka 

telah mendapatkan pembinaan, pelayanan, serta perlakuan 



 

 
 

yang manusiawi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. 

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan, 

terutama dalam hal fasilitas, intensitas program pembinaan, 

dan kualitas pelayanan, yang perlu ditingkatkan agar 

pemenuhan hak narapidana dapat terlaksana secara lebih 

efektif dan berkelanjutan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut. 

1. Kepada pihak Rutan Kelas II Batusangkar, disarankan untuk terus 

mempertahankan dan meningkatkan pola pembinaan yang sudah 

berjalan dengan baik, terutama pada program kerohanian, bimbingan 

kerja, rehabilitasi narkotika, dan Sarana Asimilasi dan Edukasi. 

Peningkatan kualitas pembinaan perlu dilakukan agar program yang 

telah ada tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar 

memberi dampak nyata bagi perubahan perilaku dan keterampilan 

warga binaan. 

2. Kepada pihak Rutan, perlu adanya upaya yang lebih maksimal dalam 

mengatasi overkapasitas, baik melalui koordinasi dengan instansi 

terkait maupun optimalisasi kebijakan pemindahan warga binaan 

sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penambahan sarana dan 

prasarana pembinaan juga penting agar kegiatan pembinaan dapat 

berjalan lebih efektif, nyaman, dan merata kepada seluruh warga 

binaan. 

3. Kepada petugas pemasyarakatan, disarankan agar tetap 

meningkatkan pendekatan humanis, kesabaran, dan pendampingan 

individual terhadap warga binaan, terutama bagi mereka yang 

memiliki masalah psikologis atau latar belakang residivisme. 

Pendekatan yang lebih personal dinilai penting agar proses 



 

 
 

pembinaan dapat berjalan optimal dan mampu membentuk kesadaran 

diri warga binaan secara lebih mendalam. 

4. Kepada pemerintah dan instansi terkait, disarankan untuk 

memberikan perhatian lebih besar terhadap kondisi rumah tahanan 

dan lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam hal penambahan 

anggaran, tenaga pembina, fasilitas kesehatan, serta dukungan 

rehabilitasi sosial. Dukungan tersebut sangat diperlukan agar tujuan 

sistem pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial, dapat 

tercapai secara maksimal. 

5. Kepada masyarakat, disarankan agar tidak memberikan stigma negatif 

secara berlebihan kepada mantan warga binaan yang telah selesai 

menjalani masa pidana. Dukungan sosial dari masyarakat sangat 

penting dalam proses reintegrasi sosial, karena penerimaan yang baik 

akan membantu mantan warga binaan untuk kembali hidup secara 

wajar, produktif, dan tidak mengulangi tindak pidana. 
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